SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELUARAN KAS DAERAH SECARA MANUAL SISTEM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir IV. 14

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi
sebesar seper dua belas jumlah pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
sebelumnya;

bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Sorong Nomor
25 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2024, dan bahwa terdapat

pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan yang



Mengingat

bersifat mengikat dan wajib serta mendesak dalam
rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Daerah;
bahwa telah terjadi  perubahan sistem informasi
manajemen keuangan daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah berbasis satu data dalam Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dari
fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan keuangan daerah dan untuk proses
penatausahaan keuangan daerah Kota Sorong masih
dalam tahap kelengkapan data-data pada SIPD-RI
dimaksud;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf dalam a dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Kas secara
Manual Sistem;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam  Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita
Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100);



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong

(Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN KAS

DAERAH KOTA SORONG SECARA MANUAL SISTEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Sorong.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin



10.

11.

pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang manjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Sorong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sorong.

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong
dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sorong.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan daerah.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada OPD.

Bendahara Pengeluaran adalah penjabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada OPD.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS dilingkungan
Pemerintah Kota Sorong.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan

Surat Permintaan Pembayaran.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Surat Permintaan Pembayaraan yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan
Permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-OPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum daerah berdasarkan SPM.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
Kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran
tertentu yang didokumennya disiapkan oleh pejabat
pelaksana teknis kegiatan.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

.Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak

langsung merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang



19.

20.

21.

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran
untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah
Daerah.

Surat Perintah Membayar Ganti uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguma anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
OPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengeluaran

Kas secara Manual Sistem.

(1)

BAB II
PENGELUARAN KAS MELALUI MANUAL SISTEM

Pasal 3
Peraturan Walikota ini menjadi dasar pengeluaran Kas
secara manual sistem di luar Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) atas
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaran

tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Sorong.



(2)
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Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kebutuhan yang bersifat:

a. wajib;

b. mengikat; dan

c. mendesak.

Pasal 4

Kebutuhan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
Pelayanan Dasar Masyarakat antara lain Pendidikan,
Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kebutuhan yang Dbersifat mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah
uang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan
belanja barang dan jasa.

Kebutuhan yang bersifat mendesak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c adalah belanja
yang dibutuhkan segera dan apabila ditunda akan
menghambat pelayanan dasar kepada Masyarakat atau
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5
Kebutuhan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) untuk belanja sebagai berikut:
a. bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dan

prasarana sekolah;
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b. bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat atau untuk
kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas;

c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga
(utang/kewajiban daerah); dan

d. alokasi dana untuk penanganan konflik sosial,
penanggulangan bencana alam, bencana non alam
dan/atau kejadian luar biasa yang tidak
diperkirakan sebelumnya.

(2) Kebutuhan yang bersifat mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai
berikut:

a. belanja pegawai, antara lain :

1. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk tambahan
pengasilannya;

2. gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala  Daerah  serta  penghasilan dan
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan = perundang-
undangan; dan

3. uang representasi dan tunjangan pimpinan serta
anggota  DPRD serta  penghasilan dan
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan = perundang-
undangan.

b. belanja Barang dan Jasa, antara lain:

1. belanja penyediaan jasa telekomunikasi;

belanja penyediaan sumber daya air;

belanja penyediaan sumber daya listrik;

belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;

belanja penyediaan jasa pengamanan kantor;

belanja penyediaan jasa tenaga harian lepas;

No ok D

belanja jasa pemeliharaan rutin berkala; dan
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8. belanja perjalanan dinas dalam dan luar Daerah
yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana
perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas
Daerah.

(3) Kebutuhan yang bersifat mendesak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai
berikut:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 6
Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat
mengikat disesuaikan dengan kebutuhan masing masing
OPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

SPD yang dikeluarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7
Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran
Mengajukan SPM Kepada pejabat yang melaksanakan
fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 26 - 2 - 2024
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal, 26- 2 - 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 2

NIP.19850511 201104 1 001



